BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

1)

2)

3)

4)

Pemungutan PBB (P2) oleh BPKPAD Kabupaten Karo merupakan kewajiban
yang timbul dengan adanya pembagian kewenangan pusat ke daerah. PBB (P2)
merupakan salah satu Pajak Daerah sebagai PAD.

Pelaksanaan pemungutan PBB (P2) oleh BPKPAD Kabupaten Karo sudah
efektif yaitu dengan persentase 88,64% pada tahun 2019, tahun 2020 sebesar
120,36%, tahun 2021 dengan persentase 88,14%. Tingkat efisiensi biaya yang
direalisasikan terhadap penerimaan PBB (P2) sudah sangat efisien dengan
persentase di interval 0%-20%.

Faktor pendukung pemungutan PBB (P2) ialah sarana, prasarana, sanksi dan
hukum. Sarana dan prasarana disediakan oleh BPKPAD Kabupaten Karo
dalam rangka menunjang proses pelayanan serta PBB (P2). Sanksi dan hukum
diterbitkan BPKPAD Kabupaten Karo dalam rangka menunjang pemenuhan
kewajiban wajib pajak serta alat teguran kepada wajib pajak.

Faktor penghambat pemungutan PBB (P2) ialah rendahnya tingkat kesadaran
masyarakat, tingkat melek fungsi pajak, tingkat PBB (P2) . Tingkat kesadaran

masyarakat yang rendah menyebabkan penerimaan pajak tahun berjalan tidak
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4.2

1)

2)

3)

4)

5)

sesuai target pencapaian. Tingkat melek fungsi pajak yang rendah
menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak. Tingkat pengelolaan
pemungutan PBB (P2) yang rendah menjadi celah penyalahgunaan bagi oknum
pemungut pajak.

Saran

Meningkatkan mutu sarana dan prasarana penunjang pelayanan serta
pemungutan PBB (P2), yaitu meningkatkan jumlah pemungut kecamatan;
Meningkatkan penyebaran informasi sanksi dan hukum dalam pemenuhan
kewajiban perpajakan masyarakat, yaitu membuat infografis;

Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat serta pengetahuan fungsi pajak
melalui sosialisasi pentingnya pajak sehingga akan menambah kesadaran
masyarakat, terutama di desa;

Perlu adanya pelatihan dan pembinaan bagi pemungut pajak agar terciptanya
pemungut pajak yang handal, profesional dan berintegritas; dan

Melakukan evaluasi atas target APBD terhadap realisasi pencapaian

penerimaan PBB (P2).
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